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KPK TETAPKAN WALI KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI TERSANGKA

waiu71.blogspot.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi
Budiman sebagai tersangka. Budi disangka terlibat dalam kasus suap terkait dana alokasi khusus
(DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. "KPK meningkatkan penanganan perkara ke
tingkat penyidikan dan menetapkan BDB sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri
Diansyah dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Tim KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya hampir 8 jam. Saat keluar
dari Balai Kota Tasikmalaya, petugas KPK membawa sejumlah koper dan boks plastik pada
pukul 18.40 WIB. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebut barang bukti yang
diamankan adalah dokumen anggaran. Barang bukti dibawa untuk proses penyidikan
selanjutnya."Memang ada proses penggeledahan di kantor Wali Kota Tasik, dilakukan tadi pagi
dan siang. Tim sita sejumlah dokumen terkait pembahasan anggaran," kata Febri terpisah.

Budi pernah diperiksa sebagai saksi di proses penyidikan kasus suap Yaya. Saat itu Budi
mengaku ditanya soal proposal APBD 2018."Biasa sajalah. Terkait tentang inilah, proposal. Iya,
untuk APBD 2018," kata Budi setelah diperiksa KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada,
Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018). Budi juga pernah menjadi saksi dalam persidangan Yaya.
Saat itu Budi mengaku tak memberi suap terkait usul anggaran.

Dalam tuntutan Yaya, Budi disebut memberi uang Rp 700 juta kepada Yaya. Uang
tersebut kemudian disebut dibagikan Yaya kepada Wabendum PPP Puji Suhartono dan seorang
bernama Rifa Surya. Kini Yaya sudah divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider
1 bulan kurungan. Yaya terbukti bersalah berkongkalikong dengan mantan anggota DPR Amin
Santono agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN
tahun 2018.



Subbag Hukum – BPK Perwakilan Jawa Barat 2

Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan Yaya terbukti menerima gratifikasi
berkaitan dengan jasa Yaya bersama Rifa Surya menjanjikan delapan daerah mendapatkan
alokasi anggaran di DAK dan DID APBN tahun 2018. Delapan daerah itu adalah Kabupaten
Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota
Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tabanan.

Sumber Berita:

1. www.nasional.kompas.com, KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka,
Jumat, 26 April 2019;

2. www.news.detik.com, KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Tersangka Suap, Rabu, 24
April 2019;

3. www.nasional.tempo.co, KPK Telah Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Tersangka, Kamis, 25
April 2019.

Catatan:
1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yangbersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada Daerahtertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yangmerupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1
Angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah);

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal
1 Angka 2 KUHAP);

3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 KUHAP);

4. Definisi suap adalah menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut
menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau
kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan
pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000
(lima belas juta rupiah) (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak
Pidana Suap).

5. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah
memperbaharui pengaturan tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 juncto Pasal 12
huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
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a. Pasal 5
1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling lama 5

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap
orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau  penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan
atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b. Pasal 12 huruf a
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau
janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya.


